PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALINAN SURABAYA
No. 3/B ; 17=9-1986 -
PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA TAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 1986
TENTANG
KETENTUAN PEMAKATAN GEDUNG BALAI PEMUDA DAN GEDUNG NASIONAL
INDONESTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALTKOTAMADYA KEPALA DABRAH TINGKAT II SURABAYA

MENTREANG : bahwa dalam upays peningkatan pembangunan Daerah dan terdapat kese-
imbangan antara Pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Surabaya dengan beaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan un
fuk melayanl kepentingan masyarzket, dipandang perlu untuk meninjau
kembali ketentuan~ketentuan yang mengatur tarip-tarip dalam Peratur
an Daerah Nomor 12 tghun 1973 yang berlaku bagi penggunaan gedung-—
godung Pertemuan yang dikuasai oleh Pemerinitah Kotamadya Daersh Ting
ket II Surabaya dengan menetapkannya suatu Peraturgh Dgersh.

MENGINGAT t 1., Undang-undsny Nomur S tahun 1974 tentang Pokol-pokok Peamerintah~

an di Dgerash

2. Undang-undang Nomor 16 ftahun 1950 tentang Pembentukan Daergh Ko
ta Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ﬁawa
Barat dan Daerah Isiimewn Yogyakarta juncto Updang=undang Nomopr
2 tahun 1965 ;

3+ Undang-undang Womor 12 Dit tahun 1557 tentang Peraturan Umom Re
tribusi Daerak 3

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Ben-
tuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dmerah Kotamadya Daerah Tingknt II Surabaya,
MEMUTUSXAN

MENETAPKAN + PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Keten
tuan Pemakalan Cedung Balai Pemuda dan Gedung N.gional Indonesia.
BAEB I
KETENTUAN UMOM
Pasal 1

Dglam Peratuzan Daerah ini yang dimgksud dengan istilah @

ae Femerintah Daerah, ialah Pomerintah Xotamadya Daersh Tingkat II
Surabays 3



(1)

(2)

b. Kepala Daersh, ialah Walikotium:dya Kepala Daerah Tingkat II
Suradbaya ;

c. Retribusi, ialah Punpgutan seb:gsi pembayaran atas pemakaian
gedung Balai Pemla atau Gedung Nasional Indonesis.

BAB IT
ERTENTUAN PRENGCUNAAN DAN PERIJINAN
Pagal 2

Pemerintah Daerah mengussai Gedung Balai Pemxa dan Gedung Na~
sional Indonesia g

Sepan jang tidak Appergunakan untuik Dinas oleh Pemerintah Dae =
rah siapapun dapst mempergunsl:n CGedung Bylai Pemxla dan stau
Cedung Nasional Indonesia sebsg.imsna dimaksud pada yat (1) =

pasal ini dengan lebih dahulu meng. jukan permohonan kepada Ke—
pals Daerah atav Tejabat yung ditunjuk i

(3)Atas penggunaan Gedung Bplai Pemuda dan atau Cedung Nasional

(1)

(2)

(3)

Indonesia dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikenakan retribusi.

BAB IIT
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 3

Fesarnya retribusi atas penggunszn Gedung Balai Pemuda wntuk ~
sekali pakai selama 6 (enam) jum Qitetapkan sebagai berikut

a. Untuk kegiatan khusus sebessr Rp. 350,000,= {tiga ratus 14
ma puluh ribu rupiah) ;

b, Untuk kegiatan wuum sebesar Rps 250.000,— (dua ratus limg =
puluvh ribu rupiah)

c. Untuk kegiatan sosial, sebesar Rp. 175.000,= (geratus tujuk
puluh lima ribu rupiah),

Pgmakaian Gedung lebih dari 6 (enam) jam dimakeumd pads ayat (1)
pasal ini ditetapkan sebagal berilart

a. Kelsbihan sampai dengan 3 (tiga) jam dikenskan tambahan 50%
(lima pulvh persen) dari retribusi yang berlaku j

b, Kelebihan dari 3 (tiga) jam dikenakan tambahan 100% (eera=
tug persen) dari retribusi yung berlaku

Begarnya retribusi lainnya ditet.apkan sebagai berikut @

ae Pomakaian panggung atau lampu sorot sebesar Rp. 45,000,~ {em
pat pulvh lima ribu rupiah) ;

b. Pgmakaian kafetaria sebesar Rp. 10.000,— (sepuiuh ribu ru =
piah)

ce Pemakaian ruangan dapur, sebesar Rpe 15.000,= (lima belas =
ribu rupiah) ;

d. Tambahan strem per KVA tizp h.ri, sebesar Rp. 5.000,~ (1ima
ribu rupiah).
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Pasal 4

Begarnya retribusi untuk pemakaian Ruangen atau bangunan dikomplek Ge -
dung Bulnl Pemuda ditctapkan sebapgai berikut o

Ae Rurng E dengan ukuran {16 x T) m, sebesar Rp. 11.000,~ tia=p bulzn ;

be Runng € dengan ukuran (10 x 18) m, schoss=r Rp, 19.000,~ tiap bulan ;

os Rurng G dengan ukurnn (12 x 14)m, scboser Rp. 17.000,~ tiap bulgn

d. Runng H dongan wkuran (5 = 12) m, scbesor Rp., 6,000, tiap bulan 3

e, Rung I dongan ukuran (8 x 16)m, scbesmr Rp. 13.000,~ tiap bulin

f+ Ruang BB dengnnukuren (9 x 7)m, scbesar Rp. 6.000,= tiap bulan

g. Ruing M dengnn ukur~n (3 x 7)m, scbes.r Rp. 2.000,~ ti~p bul'n ;

h, Ruang J dengan ukuran {24 x 7)m, scbessr Rp. 17.000,= tiap bulan

i, Rusng K dengan vkuran (10 x T)m, scbosezr Rp. 7,000, tisp bulmn

Jo Rurng 8 dengan ukuran (20 x 10)m, sebesar Rpe. 31.,000,~ tisp bulan

k., Rurng X dengan ukuran (4 x %)m,, scbescr Rp. 2.000,~ tiap bul-n s

1. Ruwmng F dengsn ukuran (6 x 10)m, sebessr Rp. 6.000,- tiap dulan j

m, Gedung V Art CGalery (8 x 18)m, scbesar Rp. 15.000,~ tiap bulan ;

n, Rumnch (R) dengan ukuran (8 x 20)m, schosnr Rp. 16.000,- tinp bulan @
J1, Yos Suderso No. 18

o, Rumnk (Q) j=lan Yos Sudarso No. 10, scbeszr Rp. 16,000,- tizp bulan ;

pe Rumch (P) julan Yos Sudnrso No, 22, sebes.r Rp. 16.000,~ tiap bulon

Pasal B

Pengguncan Gedung B dan pengensan bosarny- retribusl diatur drnlam keton—
tusn per-Undeng-wndangen tersendiri.

Pasnl 6
Besarnys retribusl CGedung N:sionnl Indonesis ditetapkan sebagei berikut

a., Pomnkainn pendopo pads siang hari, scbes:r Bp, 15.,000,~ tisp hari
b, Pemaknim pendopo pad:. mmlam hari, scbeszr Rp., 25,000,~ tinp hori .

Prgal T

Besarnya retribusi untuk pemnknian Runngen ~tsu bangunsn 41 komplek Go-

dung Nasional Indonesin ditetapkan sebmg-i berikut

s« Rusng 18 dengsn ukuran (6 x 8) m, sebesar Rp, 12.000,- tiap bul.n
b. Ruing 13 dengan ukur=n (6 x B) m, sebessr Rpe 15.000,~ tiap bulcn
ce Ruzng 19 dengan ukuran (6 x 10) m, sebesur Rp. 15.000,~ tiap bulnn
de Ruing 15 dengsn ukuran (6 x 10) m, sebosar Rp. 15,000,~ tiap bulan
e. Rw.ng 16 dengan ukuban (6 x 5) m, scbesar Rpe 7.000,~ tiap bulun
f. Ruwang 14 dengan ukuran (6 x 3) m, scbes.r Rp. 4,000,- tiap bulan
g. Ruing 11 dengan ukursn (6 x 8) m, sebes~r Rp. 12,000,- tisp bulun
he Rung 12 dengan vkurin (6 x8) m, schosar Rps 12,000,~ tiap bulsn
i, Rumsh 17 (6 x 8) m, sebesar Rp. 4.000,~ tisp bal:n
j« Rumch Homor 8 Petrk u, sebesnr Rp., 1.000,~ tisp bulasn

Rum h Homor 8 Pet-k b, sebesaur Rp. 1.000,~ tinp bulan
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Rumgh Homor 8 Petak ¢, sebesar Rp, 1,000,- tiap bulan

Rumah Nomor 8 Petak d, sebesar Ep. 1.000,= tiap bulan
k. Rumsh Nomor 7 Petak, sebesar Hp. 1.500,- tiap bulan
1, Rumsh MHomor 10 Petak, sebesar Rp., 1.00Q,- tiap bulan
m, Rumgh Momor 9 Petak, sebesar Bp, 1,000,~ tiap bulan

Pssal 8

(1) Setiap pendaftaran pemakaian Gedung hurus disertai pembsy:.ran uang
muks retribusi sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah re~
tribugl keselurubhannys i

(2) Pembaysran retribusi Cedunz dan perslstannya dimaksud peds ayat (1)
pessl ini harus sudah dilunasi selembat—lambatnya 5 (lima) hari sew
belum pelakeansan pemakaisn 4

(3) Apabila pemakai Gedung membataliksn pendaftarannya atas pemakaisn Ge
dung dan peralatannys, maka uang mukn yang telsh dibayar tidak dapat

dimints kembali ;

(4) Pembayaran retribugi wntuk pemskaian Rusngan atau bangunan di kom-
plek CGedung Balai Pemuda dan Gedung Nuasional Indonesia sebagaimana
diztur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Persturan Daerah ini dilsakukan se-

tisp bulian sckalil j

{5) Untuk keperluan Instansi dalam lingkungan Pemerintsh Daersh atau ke
pentingsn pihak lain yang ditangsung Instansi Kotamadya Daersh Ting
kst IT Surabaya, pembuyaran retribusi dilakukan melalui pemindah bu
kusn dengan membebankan pasal Inst:ngi yang bersangkutan untuk ayat
penerimaan Dinasg Balai Pemuda dan CGedung Nasional Indonegia Kotamg—

dya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 9

Pemakaian ligtrik di ruangan stau bengunan di komplek Gedung Bzlai Pemu
dz dun Gedung Masional Indonesia sesual dengan tarip P.L.N. ditambah 10

{sepulth perscratus) beaya Instalasi dan exploitasi.

BAD Iv
KETENTUAN PIDANA
Pzsal 10

Pelanggaran terhadnp ketentuan—ketentumn d:lam Peraturan Daersh ini di-

ancam dengan hukumagn kurungan sesusi dengmn ketentuan per-Undang-undangan

yang berlaku.

Passl 11

(1) Selain pejabat penyidik umum yong bortugas menyidik tindak pidana, =

penyidikan atas tindak pidana sebagnimans dimaksud dalam Perzturan

Duorsh ini dapat dilakukan oleh Pejibat Pegawni Negeri Sipil diling-

kungon Pemerintah Kotamadya Daerzh Tingkat IT Surabaya yang pengang-=
keteannys sesuai dengan ketentunn peraturan perundang—-undangan yang =

berlzku i
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(2) Dalam melsksanskan tugas penyidiken, pejabat Pegawail Negeri Sipil

dimeksud pada ayat (2) pasal ini berwenang :

fe monerims Ioporan atau pengadusn dari seseorang tentang adanya
tindak pidans

b. melakukan tindakan pertama psde spaat itu di tempat kejadian ser
to melakuksn pemeriksaan g

C. menyuruh berhenti seseorang teorsangks dari perbuatannys don meme=
riksa tonds pengenal diri tergangks

de melnkukan penyitaan benda dan stau surat

g, mengambil sidik jari dan memotret secseorang

f. meminggil seseorang untuk didengnr den diperiksa sebagal tersang—
ki ntaun gakei

g+ wondntangkan orang nhli yang diperlukan dalam hubungen dengan pg
merikssaan perkars

h, menghentiknn penyidikan setelch mendapat petunjuk dari penyidik
wnum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa torsebut b
kan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik u =
mun memberitshukan hnal terscbut kepada penuntut umum, tersungka
atau keluarganys 3

i, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangsmg

Jawabkan.

(3) Pejebat Fenyidik Pegawni Negeri Sipil membuat Berita Acars setiap

tindaken tentang

ns pemerikszan tersangka i

be pemasukan »umah ;

c. penyitaan bendn 3

ds pemeriksaan surat

e, pemeriksaan ssksi g

f. pemoriksaan ditempat kejadian,
dan mengirimkannyn kepada Kejzksuon Vegeri dengan tembusannya -
kepnda POLRI.

BAB v
KETENTUAN PEVUTUP
Pasal 12

Hal=~hal yung belum diastur dulam Peraturan Danerab ini sepanjoang mengenai

pelaksanasnnya akan diatur lebih lanjut oleh Xepala Dnerah.
Pagal 13

(1) Seisk diundungkannya Perituran Daserch ini, Peraturan Doorgh Kotama-
dy: Surabsya Nomor 12 tahun 1973 tentang Tarip-tarip Persewach Ge ~
dung Bzlai Pemuda dnn Gedung Wasionzl Indonesia beserta perubahan -

nys dicabut dan dinyatakan tidak berlku lagi
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(2) Peraturan Dierah ini mwl-i berlaku pida ‘b{mggal divndangkan ;

(3) argar supay= setisp ornng dapat mengetshuiny:; memerintihkan peng-
mdsngan Fer:turcn Duerah ini dongan pencompatannya dalam Lembaran
Daerah Kotamydy: Duer-h Tingkst I1 Surab-y-.

Surbays, 5 Juli 1986

DEWAN PERWAXILAW RAKYAT DAUSRAH WALIKOTAMADYA XEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT SURADEYA TINGKAT II SURABAYA
Ketun,
ttd ttd
STANY_SOFBALIR dr. PORRNOMO KASIDI

Disahkan dengnan Keputusan Gubernur XKepala Daerch Pingknt I Jawa Ti-
mar tanggal 30 Agustus 1966 Fomor 235/P tnhun 1936.

A.n, GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
Je¥f TITUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

$td

M, ARIEF MULJADX, SH
NIP. 510 019 640

Diundsangknn dalam Lemboron Docrah Kotamdya Drerah Tingkat II Sura-
baya tahun 1986 Seri B prd. t:nggal 17 September 1986 Nomor 3.

hon. WALIKOTAIADYA KSPALA DAERAH
TIVGKLT IT SURABAYA
Sekretaris Kotnmadya/Daerah

ttd

Drs. SOFNARJO
NIP. 510 040 149
Salinan scsual dengan aslinya
Sekretaris Kot nmad.Va/ Deorch
Tingkat I Surabaya

UeDa

Qpale-Freinn Eyioun,
_ 's.-_t_é:':,& ﬂ,xt:i?kss\m

472 PTONO, 51



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT SURABAYA
NOMOR 8 TANUN 1986
TRITANG
KETENTUAN PEMAKAIAN GEDUNG BALLZI PEMUDA DAY CEDUNG NASIONAL TMDONESIA

PERJELS SN, UHMUM :

Bahwa dewasa ini Femerintsh Kotinmidyn Daerah Tingkst II Surabaya se-
dang melckukan intensifiknsi dan ekstensifikasi Pendapaten Asli Daerah, di =
mang, dori Dinas Balai Femuda dan Gedung Nosional Indonesin dipundang magih -
poicngi wntulk disesunikan bemarnyn retribusi pemkaiannyn.

Brahwa solain Aari pada hal terscbut diatas guna menyetimbangkan an -
tars Pendnpatnn dengan benya yang dikeluirkan uniuk pemeliharqon dan pengem
bongnn Gedungrgedung dimnksud serts untuk moningkatkan peleysnin kepada mg =
syarslet, dipandang perlu wntuk mencibut Pernturnn Daerah Kotam:dya Daerah -
Tingkst II Sursbaya Nomor 12 tahun 1973 tentang T-rip=tarip persecwaan Gedung
Brlni Femuda dan Gedung NWssional Indonesia dan menggantiny» dengun suatu Pex

aturan Drerah yang baru.

PENJFILASLN, PASAL, DEMI PASAL :

Prgsl 1 : Cukup jelas ¢
Pasel 2 : Cukup jel:s
Pigsl 3 t a. Yong dinsksud dengan pemrkninsn selama 6

(enzm} jam dihitwg mulai scot acara di-
mulci g

be Ying dimsksud dengsn t;rip khusus ialsh
tarip yung dikenakan untuk pomeran

¢. Y:ng dimaksud dengan torip umam ialsh ta=-
rip.y.ng dikenakan untuk perkswinan, ba -
zary pertomunn atnu rapit dan lain-lain g

Yung dimaksud dengan $arip Sosiasl ialsh

turip yang dikengkon untuk kegintan ke-
agamien, sekolah, pemuds dan lainelain.

Pascl A : Cukup jelas

Pasal 5 : Yong dimsksud dengan gedung 3 izlsh Sedung
Biogkop Mitra.

Pasal 6 sampal dengan 13 : Cukup jelns.



